
YOGYA (KR) - Pelaku usaha

maupun tenaga kerja bisnis per-

hotelan baik bintang maupun non

bintang dan restoran di DIY se-

makin terpuruk terdampak

Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Level 4 yang kembali diperpan-

jang sampai 30 Agustus 2021.

Kebijakan yang masih belum

memperbolehkan tempat wisata

dibuka ini membuat sebanyak 72

pelaku usaha hotel dan restoran

gulung tikar alias tutup permanen

di DIY saat ini

Ketua BPD Perhimpunan Hotel

dan Restoran Indonesia (PHRI)

DIY Deddy Pranowo Eryono

mengakui hotel dan restoran yang

tutup permanen semakin bertam-

bah cukup banyak akibat kebi-

jakan PPKM tersebut. Sebe-

lumnya dilaporkan sebanyak 50-

an hotel dan restoran yang tutup

permanen, kini bertambah se-

makin banyak menjadi 72 hotel

dan restoran di DIY.

“Sebanyak 72 hotel dan restoran

anggota PHRI DIY melaporkan

diri secara lisan, mereka menyata-

kan tutup permanen karena PP-

KM ini. Dampak kebijakan penge-

tatan sampai belum dibukanya

tempat wisata tersebut sangatlah

luar biasa,” ujarnya di Yogyakarta,

Kamis (26/8).

Deddy mengatakan, dari jumlah

hotel dan restoran yang dila-

porkan tutup permanen tersebut

rinciannya 42 hotel dan 30

restoran. Mayoritas hotel yang tu-

tup permanen di DIY adalah hotel

non bintang, sedangkan restoran

mayoritas yang kecil. Laporan

tersebut baru dari anggota PHRI

DIY, diperkirakan hotel dan

restoran yang bukan anggotanya

lebih banyak lagi.

“Selain banyak pelaku usaha ho-

tel dan restoran yang gulung tikar,

jumlah karyawan hotel dan

restoran yang terdampak pun

tinggi. Dari sekitar 60 ribu

karyawan, 70 persen diantaranya

sudah dirumahkan sejak awal

pandemi sampai sekarang,” tegas-

nya.

General Manager Hotel Ruba

Grha Yogyakarta ini menyatakan

nasib yang dialami sektor ako-

modasi dan restoran ini pun terja-

di dan berimbas terhadap supplier

dalam hal ini pelaku UMKM atau

industri kreatif lainnya. Di sisi

lain, uji buka pembukaan mal seti-

daknya memberikan sedikit angin

segar meskipun tempat wisata

belum boleh beroperasional sejak

awal PPKM sampai sekarang.

“Kami telah meminta kejelasan

kapan tempat wisata benar-benar

dibuka karena berhubungan bud-

geting planning bagi pelaku usaha

hotel dan restoran di DIY. Bisnis

itu perlu persiapan matang dan

rencana, tidak langsung asal-

asalan butuh kepastian dan data,”

pungkasnya. (Ira)-f

“Menurut kami, walikota dalam hal ini

telah mengingkari atau menyimpang

dari janji kampanye yang diutarakan

kepada warga Kota Yogya sebagai peme-

nang (pemilukada) 2017. Jelas-jelas kita

ketahui munculnya BPRS adalah dari

RPJMD 2017-2022 yang sudah menjadi

keputusan bersama DPRD dan waliko-

ta,” urai Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD

Kota Yogya Rifki Listianto, Kamis (26/8).

Perjalanan Raperda BPRS relatif pan-

jang dan sudah masuk Program

Pembentukan Peraturan Daerah

(Propemperda) tahun 2020 dan 2021.

Tahapannya tinggal pembentukan pani-

tia khusus (pansus) guna membahas rap-

erda. Dinamika di internal dewan cukup

wajar karena perbedaan sudut pandang

tiap fraksi yang menyikapi BPRS.

Rifki yang juga anggota Badan

Pembuat Peraturan Daerah (Bapem-

perda) DPRD Kota Yogya ini mengung-

kapkan, puncaknya terjadi pada 19

Agustus 2021 lalu. Yakni ketika walikota

menyampaikan surat ke DPRD terkait

usulan perubahan pembahasan raperda

tahun ini. “Yang paling menjadi pencer-

matan adalah dengan dihapusnya atau

didrop Raperda BPRS oleh walikota,”

tandasnya.

Dalam surat yang disampaikan ke de-

wan tersebut terdapat beberapa alasan

yang dikemukakan. Di antaranya per-

ubahan peta persaingan bisnis bank

syariah seiring penyatuan bank syariah

nasional. Selain itu adanya rencana

pemisahan BPD Syariah secara mandiri

sehingga mendorong Pemkot untuk

menyertakan modal ke BPD Syariah di-

banding membuat BPRS sendiri.

Rifki menambahkan, ketika sudah ma-

suk dalam RPJMD selama masa jabatan

kepala daerah, maka seharusnya pem-

bentukan BPRS merupakan produk

bersama antara Pemkot dengan DPRD.

Sehingga sudah seharusnya semua pi-

hak konsisten dan menghormati kepu-

tusan tersebut. 

“Jika beralasan kondisi ekonomi akibat

pandemi, dalam raperda bisa kita

amanahkan untuk mulai dikembangkan

ketika keuangan Pemkot sudah me-

mungkinkan,” imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, dari aspek jenis

usaha BPRS memiliki bidang garapan

yang sah dan menjadi salah satu strategi

pembangunan nasional sebagaimana da-

lam UU Cipta Kerja. Dalam undang-un-

dang tersebut mengamanatkan untuk

memperkuat ekonomi syariah. Apalagi

bank syariah dinilainya menjadi kebu-

tuhan masyarakat, terbukti semua usa-

ha perbankan mempunyai usaha bank

syariah dan secara bisnis mempunyai

bidang sendiri dan tidak mengganggu

segmen bank konvensional.

Dirinya pun berharap masyarakat

kususnya warga Kota Yogya harus

mengetahui sikap yang sudah dilakukan

dari awal pengusulan BPRS sampai saat

ini dalam pengawalan. “Masyarakat

akan tahu anggota dewan yang konsisten

dengan keputusannya atau janjinya

sendiri. Jangan sampai ini menjadi

catatan masyarakat bahwa anggota de-

wan tidak bisa dipegang janjinya,”

ungkapnya. (Dhi)-f
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Realisasi Janji Kampanye Dipertanyakan
YOGYA (KR) - Dinamika rencana pembahasan rancangan

peraturan daerah (raperda) Badan Perkreditan Rakyat Syariah
(BPRS) mencapai puncak. Hal ini seiring rencana penghapusan
atau penundaan pembahasan raperda tersebut oleh kepala
daerah kepada kalangan dewan. Realisasi janji kampanye
kepala daerah pun dipertanyakan.

72 Hotel dan Restoran Tutup Permanen

YOGYA(KR) - Pengurus Daerah Dewan

Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota

Yogyakarta akan mengadakan Pelatihan

Relawan Pemulasaraan Jenazah Covid-19

di Islamic Center Masjid Al Furqan, Nitikan

Baru Yogyakarta, Minggu 29 Agustus 2021

pukul 08.30-15.00 WIB.

Ketua DDII Kota Yogyakarta Ahmad

Mustafid MHum mengatakan, pelatihan

akan diikuti 70 peserta dari pengurus/tak-

mir masjid di Kota Yogyakarta. Pelatihan

menghadirkan narasumber Nurhidayat

(Kepala BPBD Kota Yogyakarta), Ustad

Dudu Ridwanulhaq (Ketua Rohani Islam

dan Tim Pemulasaraan Jenazah RSIY

Yogyakarta) dan Ustad Haris Jaya Dipraga

SPdI (Binrohis RSIY Yogyakarta).

“Kegiatan berbentuk bimbingan dan pe-

latihan, tanya jawab dan praktik,” kata

Ahmad Mustafid bersama jajaran saat

bersilaturahmi dengan Direktur Utama

PT BP Kedaulatan Rakyat M Wirmon

Samawi SE MIB di Kantor Direksi Kedau-

latan Rakyat (KR), Jalan Margo Utomo

Yogyakarta, Kamis (26/8). Turut mendam-

pingi Direktur Keuangan Imam Satriadi

SH dan Direktur Produksi Baskoro Jati

Prabowo SSos.

Menurut Ahmad Mustafid, dasar pemikir-

an diselenggarakannya pelatihan ini karena

pandemi Covid-19 sampai saat ini belum

mereda. Sebagian umat yang meninggal

karena terpapar Covid-19 membutuhkan

penanganan yang cepat, aman dan sesuai

dengan syariah Islam. Kegiatan ini sekali-

gus dalam rangka memperingati Tahun

Baru Hijriyah 1443 H dan HUT ke-76

Kemerdekaan RI.

Adapun tujuan kegiatan ini yakni menum-

buhkan kesadaran, kebersamaan dan kepe-

dulian antar umat terutama dalam pemu-

lasaraan jenazah Covid-19. Kemudian mem-

berikan edukasi, melatih sekaligus menjadi

relawan peduli Covid-19 dengan pemu-

lasaraan jenazah yang sesuai dengan hu-

kum Islam, profesional dan aman.     (Dev)-f

DDII Yogya Adakan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Covid-19

YOGYA (KR) - Perkumpulan Pengu-

saha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY)

berharap akses masuk ke Malioboro tidak

perlu dibatasi dengan syarat surat vaksin

dan lainnya. Cukup dengan penerapan pro-

tokol kesehatan yang ketat. Juga penerapan

Malioboro sebagai pedestrian dengan menu-

tup lalu lintas masuk harus ditinjau kembali

karena infrastruktur parkir dengan pe-

nataan PKLdinilai belum siap.

“Dalam kondisi pandemi dan PPKM saat

ini saja omzet kami tidak tembus 10 persen,

bagaimana jika nanti akses ditutup,” tutur

Ketua PPMAY Sadana Mulyono kepada

wartawan, Kamis (26/8) siang, usai  audiensi

ke Ketua DPRD Kota Yogya.

Didampingi jajaran pengurus PPMAY

lainnya, Sadana menyebutkan saat ini

pelaksanaan vaksinasi Covid-19 belum

mencapai 50 persen, padahal herd immuni-

ty baru tercapai setelah 80 persen masyara-

kat mendapat vaksin. “Jadi jika masuk

Malioboro harus pakai surat telah vaksin je-

las tidak bisa. Lebih baik dengan penerapan

disiplin prokes seperti maksimal 50 persen

masuk mal, makan di restoran maksimal 25

persen,” tegas Sadana.

Demikian pula soal penertiban PKL yang

dinilai sudah awut-awutan, menurutnya lebih

mendesak dibanding penerapan uji coba pe-

nuh pedestrian di Malioboro dengan penutup-

an akses lalu lintas yang justru semakin me-

mukul pelaku bisnis di kawasan Malioboro.

Sementara Ketua DPRD Kota Yogya H

Danang Rudyatmoko menyatakan pe-

nataan Malioboro pasti berdampak sosial.

“2019 mulai dilakukan uji coba pedestrian di

Malioboro, selama beberapa bulan, disusul

kemudian pada 2020 pandemi Covid-19,”

ungkap Danang.

Danang berharap suasana kondusiif bisa

diwujudkan dan tidak ada yang dirugikan.

“Apalagi ada lebih dari 9.000 karyawan

yang menggantungkan rezeki dari Malio-

boro. Penataan  dari Tugu, Malioboro,

Kraton harus terkoneksi dengan baik men-

jembatani kepentingan-kepentingan yang

ada sebagai kawasan strategis wajah Kota

Yogya, evaluasi akan terus dilakukan,”

tegasnya. (Vin)-f

PPMAY Minta Akses Malioboro Jangan Dibatasi

KR-Franz Boedisoekarnanto

Pengurus Daerah DDII Kota Yogyakarta saat bersilaturahmi dengan jajaran

Direksi KR. 


